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NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

Menimbang

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk penajaman tugas dan fungsi Sekretariat

Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah,
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Direktorat
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Inspektorat
Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Staf Ahli, dan
pengaturan tugas Staf Khusus perlu dilakukan perubahan
terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Dalam Negeri;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
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Mengingat

Menetapkan

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 564), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43
Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI.
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Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1667), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni

huruf m sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
Susunan Organisasi Kementerian Dalam Negeri, terdiri
atas:

a. Sekretariat Jenderal,

b. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
c. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
d. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;

e. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;

f. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;

g. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;

h. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan

Sipil;
i. Inspektorat Jenderal,
j. Badan Penelitian dan Pengembangan;
k. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
1. Staf Ahli; dan

m. Staf Khusus.
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2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 10

Biro Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

a.

koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan
program dekonsentrasi serta tugas pembantuan di

lingkungan kementerian;

. koordinasi dan penyusunan rencana anggaran, dan

anggaran dekonsentrasi serta tugas pembantuan di
lingkungan kementerian;

fasilitasi penetapan kinerja di lingkungan kementerian;

. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di lingkungan kementerian;

fasilitasi penerapan Sistem Manajemen Kinerja di
lingkungan kementerian;

koordinasi perencanaan, target, izin penggunaan
Penerimanaan Negara Bukan Pajak di lingkungan
kementerian;

koordinasi penyusunan perencanaan program dan
anggaran Pinjaman Hibah Luar Negeri kedalam
dokumen perencanaan kementerian;

perencanaan dan penyusunan program dan anggaran
sekretariat jenderal;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan dokumentasi
program serta anggaran di lingkungan kementerian;
penyusunan laporan kinerja kementerian; dan
penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro,
pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan

rumah tangga, dan tata usaha biro.
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3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12
Bagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan
program kerja, dekonsentrasi dan tugas pembantuan,
penyusunan perencanaan program Pinjaman Hibah Luar
Negeri kedalam dokumen perencanaan di lingkungan

kementerian.

3. Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni

huruf e sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bagian Perencanaan Program dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana
program kerja di lingkungan kementerian;

b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana
program jangka panjang, jangka menengah dan
tahunan di lingkungan kementerian;

c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana
program dekonsentrasi dan tugas pembantuan di
lingkungan kementerian;

d. penyiapan dan penyerasian program antarsatuan
kerja di lingkungan kementerian; dan

e. penyiapan  koordinasi  penyusunan = perencanaan
program Pinjaman Hibah Luar Negeri kedalam dokumen

perencanaan kementerian.



